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Perubahan Pemerintah di Indonesia secara desentralisasi dalam
otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan pemerintah
pusat atau pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut yaitu
perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah ditingkat pusat
maupun daerah. Dalam mewujudkan sistem pemerintah desa yang baik,
perlu adanya peningkatan dalam sistem yang demokrasi, yaitu pemerintah
dan rakyat. Dalam sebuah proses pemerintahan khususnya dalam prinsip
akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena
menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi
tidak berjalan dengan baik apabila akuntabilitas pemerintah tidak dijalankan
sebagaimana mestinya. Salah satu pengukur dari akuntabilitas pemerintahan
adalah akuntabilitas keuangan negara oleh pemerintah (Astuty dan Farida,

2011 dalam Syamsudin. 2007).

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat
penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan
otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa
(Igsan, 2016). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa
diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan

Belanja desa (APBDes).



Mardiasmo (2010:24) menjelaskan bahwa otonomi daerah
ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang
“Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-

undang tersebut adalah desentralisasi.

Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang
pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi
sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas,
Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012:
328). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan

mengurus kepentingan desa menurut prakarsa (Sumpeno, 2011: 25).

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan
UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang
didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta
benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk
memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah dan

Suryono, 2015).



Menurut Wandari, et al (2015), bahwa di era reformasi dan
desentralisasi sekarang ini, good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan
bahwa karakteristik pelaksanaan good governance khususnya untuk
prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat
maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik
(terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi
dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance).

Good governance merupakan penyelenggaran pemerintah negara
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisisen dan efektif dengan menjaga
keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta,
dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta
kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang
transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep
akuntabilitas didasarkan pada individu- individu atau kelompok jabatan
dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang

dilakukannya (Sholekhan, 2012: 15).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Kemendagri,

2014).






